
76 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Frasa Perkawinan dengan paksaan adalah perkawinan yang dipaksa oleh salah 

satu pihak kepada calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. 

Perkawinan dengan paksaan merupakan perkawinan yang terjadi bukan karena 

kehendak diri sendiri atau merasa dirinya dibawah ancaman. Perkawinan 

dengan paksaan biasanya terjadi oleh orangtua kepada anak-anaknya dengan 

memaksa menikah dengan pilihan orangtuanya yang menurut orangtuanya itu 

sudah baik. Biasanya orangtua tersebut mencarikan jodoh untuk anaknya dan 

memaksa anaknya menikah dengan pilihan orangtuanya. 

2. Dalam mekanisme Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi pihak 

Pengadilan sudah mengikuti aturan-aturan yang ada dalam undang-undang 

yang berlaku. Seperti dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Prosedur dalam menangani sebuah perkara pihak Pengadilan 

Agama Bekasi akan memutus perkara dengan sesuai fakta dan bukti yang 

diberikan oleh pemohon perkara, Hakim akan memberikan putusan dengan 

seadil-adilnya kepada pemohon dan termohon. 

 

5.2     Saran 

1. Perlunya mengkaji dan memahami syarat dan rukun perkawinan Undang-

undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikalangan masyarakat saat ini, 

khususnya para orangtua. Agar perkawinan secara paksa tidak terjadi oleh 

orangtua kepada anak-anaknya. 

2. Memberi wawasan lebih luas terhadap masyarakat tentang hukum Islam dan 

hukum yang berlaku saat ini. Sehingga masyarakat akan terarah agar tidak 

perlu terjadi lagi fenomena Pembatalan Perkawinan. 
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